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ABSTRAK : bahwa wilayah Kota Cirebon merupakan daerah rawan 
bencana sehingga perlu perencanaan penyelenggaraan 
penanggulangan bencana yang menjadi salah satu dasar 
pembangunan daerah; bahwa perencanaan penyelenggaraan 
penanggulangan bencana dilakukan melalui penyusunan 
data tentang risiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu 
tertentu berdasarkan dokumen kajian risiko bencana; bahwa 
berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana, hasil 
pengkajian risiko bencana harus ditetapkan dengan 
Peraturan Wali Kota; 
 
- Dasar Hukum :  

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam 
Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang 
Pengubahan Undang-Undang Nomorr 16 dan 17 Tahun 1950 
(Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-
Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007          
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4723); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 
tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia             
Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang 
Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5214), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 



Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia             
Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia              
Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 
tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023          
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008         
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4828); Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 
tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008      
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4829); Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 
tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga 
Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008         
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4830); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesi Nomor 5887), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 6402); Peraturan 
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6178); Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada 
Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23          
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan 
Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta                
Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia   



Tahun 2021 Nomor 92); Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Tata 
Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Peraturan 
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 
Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko 
Bencana; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian 
Kapasitas dalam Penanggulangan Bencana; Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang 
Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan 
Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541); 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 
tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat 
Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 310); Keputusan Menteri Dalam Negeri                   
Nomor 100.2.1.3-6572 Tahun 2023 tentang Pengangkatan 
Penjabat Wali Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat; Peraturan 
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 2); Peraturan 
Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kota Cirebon Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah 
Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 8); Peraturan Daerah Kota 
Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 
Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5); Peraturan 
Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon 
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107); 
Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang 
Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah 
Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon    
Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Cirebon Nomor 128); Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 74 
Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanggulangan 
Bencana dan Penanganan Pengungsi di Kota Cirebon (Berita 
Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 74); Peraturan Wali 
Kota Cirebon Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 
Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cirebon (Berita 
Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 39); Peraturan Wali 
Kota Cirebon Nomor 55 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata 
Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 
Nomor 55); 
 
- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur beberapa BAB, 

yaitu: 

BAB I KETENTUAN UMUM 
BAB II SISTEMATIKA, ISI, DAN URAIAN 



BAB III KETENTUAN PENUTUP  
 

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli  
tahun 2024. 

- Lampiran : - 
   

 


